2] A
BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR &  TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 213 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna penyesuaian dengan peraturan perundang
undangan maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 213
Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022
Nomor 213) perlu ditinjau kembali untuk diadakan
perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 213
Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ©6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan :

12.
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14.

15.

16.

.

18.

19.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 130j);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan
Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Nilai dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2017 Nomor 34) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 89 Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 89);
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang
Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja serta
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10.A);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 213 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 213).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 213 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWALIL



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 213 Tahun 2022
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 213) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(2)

(3)

Pasal 3

ASN yang telah melakukan tugas dan fungsi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan diberikan TPP.

ASN yang berkedudukan sebagai PNS diberi TPP berdasarkan:

prestasi kerja;

kondisi kerja;

kelangkaan profesi;

beban kerja; dan
pertimbangan objektif lainnya.

°opo o

PNS yang berkedudukan sebagai guru yang belum menerima
tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru diberikan
TPP berdasarkan prestasi kerja.

PPPK guru yang tidak menerima tunjangan profesi guru atau
tambahan penghasilan guru diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja.

PPPK selain guru diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja.

PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) apabila telah
memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak
keputusan pengangkatannya sebagai PPPK.

2. D1 antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) per bulan tanpa memperhitungkan nilai presensi, nilai
kinerja, dan nilai realisasi anggaran.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 14

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada pejabat dan
pegawai dalam rangka pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah.

Ketentuan mengenai pemberian TPP berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya kepada pejabat dan pegawai dalam rangka
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sendiri.



4. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34

(1) PNS yang mengalami perubahan nomenklatur jabatan dan belum
ditetapkan kelas jabatannya dalam Peraturan Bupati, diatur ketentuan
sebagai berikut:

a. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama diberi TPP
berdasarkan prestasi kerja dengan perhitungan indikator pada basic
TPP berdasarkan kelas jabatan 14;

b. PNS yang menduduki jabatan administrator diberi TPP berdasarkan
prestasi kerja dengan perhitungan indikator pada basic TPP
berdasarkan kelas jabatan 11;

c. PNS yang menduduki jabatan pengawas diberi TPP berdasarkan
prestasi kerja dengan perhitungan indikator pada basic TPP
berdasarkan kelas jabatan 9;

d. PNS yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
diberi TPP berdasarkan prestasi kerja dengan perhitungan indikator
pada basic TPP berdasarkan kelas jabatan sebelumnya.

(2) Dihapus.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi ‘
_pada tanggal 4 g 2025

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi _
pada tanggal </ meﬁ 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 08



